
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-tJndang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan K(:Uangan Negara dan Stabilitas Sistern 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Di.seasc 
2019 {COVJD-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional; 

c. hahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 
177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalarn Rangka 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19), Serta 
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian 
Nasional; 

d. bahwa berdaearkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a. huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2020; 

WALIKOTA K:tltDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubµk 
Indonesia Tahun 1945; , 

2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotarnadya Daerah Tingkat 11 Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1'999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara · Republik 
Indonesia Nomor3851); 

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara tRepubJik. Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004·~t~_ntan,g1'Pen'l~11ikJSAAtl 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangam Negara (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N.9:mor,66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)1 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terttang Sistem, 
Perencanaan Pembangunaii Nasional (Lembaran. i Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lQ'.'1-, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44'.N)J 'P 1! 

7, Unda.ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimba.ngan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinjahan ·Oaeran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004'' Nomor 1,2.6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor ~438);1i, 

8, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara ~Repµl:)li){,1,In9-oµ,e1(>i!l 
Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran l'fegar<1,_R~pub~jk 
Indonesia Nomor 5049); r . , ' ,: 1, c 1· 

9, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pombentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara R~pu\;lij~ 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bah an Lem baran l'ife~f!Xa. 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah -diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun :2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201.},tentfl-Ilg 
Pernbentukan Peraturan Perundang .. Undangan (Lembais~ 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor- i83, Tambahan, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398}; 1 1 i 

10, Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahar; 
Daerah (Lembaran Negara .Republik Indoi;,.esia,,)fi!!-htU:!i 2,Qc);4 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R,.epublik, Iti,dp!\~~ia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 TW1un r,2()J.5, tenrang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor ~:3 .T~tm ;;JQ\"\­ 
tentang Pemerintahan Daer.ah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahari Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11.. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undapg Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/ a tau Dalarn Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasicnal 
dan/atau Stabititas Sistem Keuangan (Letnbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun :.!020 Nornor 87, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6485); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun -2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor [37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); · - , "·' , · ., .. 1>. r r,-.1 1 

13.Peraturan Pemerintah Nemer 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran-. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 'Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun·-20iQ tentang' 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56,_.Tahun 2005, 
tentang Slstem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l.\.O, Tambahan 
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 515~); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (L~mQal'a,n_,Negata 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor . 25,~ Tambahan 
Lernbaran Negara Republik [ndonesia Nornor 4614); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2.01.0 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RlllJ\ll:>)ik Indonesia. 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaranj Negara .Re.pl:\b,lil{ 
Indonesia Nomor 5165); , 1 I I ,, 

16.Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2.01~ tentang, Hib,i\h 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.h1.µ,1 .7.Q\2, 
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Lnd,o~E\!1Ja 
Nomor 5272); I , . J , .,1 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan f'timeri(l,~aj;)#Ih 
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind,eDifi~ia •Ta)11+tl,"·i~OfZ 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara t'Repql;,lik ·lI?-c\oneit~~ 
Nomor 6041); · · • 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2(¥1·7 tentang, ,H,~ 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota D.tt~ll,!l 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran I Nega:r~ R~p'-!gJil~ 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 6057); ,,, 1 r- · 1 ll 

19.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun :201.9 11 teI?,F8J.l,g 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ,[feg~ra R!1pu!J.l!)i 
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PERATURAN WALJKOTA TENTANG PE~UB~~, ~I~~ 
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR,l\~1,, T,JµfU~ 2P~R 
TENTANG PENJABARAN ,ANGGARAN PifNP~.f\~~I llM 
BELANJA DAERAH KOTA KENDARJ TAHU~ ~Np~~ ~9~, 

.. ,. - I •• MEMUTUSKAN : 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); ' 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.Jig 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl 
Nomor 21 Tahun 2011 tentarig Perubahan K~~ua: atas Peraturao, 
Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 tcntang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik hldonesia Taliun 
2011 Nomor 310); 

' 21.Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagairnana itela.l), diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 1;>.aJEI.\Il. Neg~ri·i!lloro.o~ 
16 Tahun 2007 tcntang .Tata Cara .~val4asi · Ranc~WJ 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Penda,patatJ.1-danyJ3e~anjl:!. 
Daerah dan 2015 Pera tu ran Kepala Dae.rstltrt~llt.i:iig· :Peuj~b~{l.!l 
Anggaran Pend a pa tan dan- Belanja Daerah •·(Serita .. ,, Neg~-a 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525.7.); ·, r,· J• .11 

22.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatanj dan Be}~je. 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita, Negara Republik 
Indonesta Tahun 2019 Nomor 655); ;, r, 11 · 11 

23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 12 T:_aj;l.up ,2P07 te11-t.m,g 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Da~rtW 
Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); ., ., 1) , 

24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2,0!,6otent~g 
Pembentukan. dan Susunan Perangkat D-a~r.$ Kota r~enf.,l,,n 
(Lembaran Daerah Kota Kendari TahUIJ,; iZ,OJf> •, N'OTjlOt ikSl 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturam. Ji)ae!'ah J~eti:t 
Kendari Nornor 10 Tahun 2019 tentang P!:jr,.u,l;>wian dlta;-i 
Peraturan Daerah Kota Kerrdari Nomor 5 'Fjlhur 2016 tentang 
Pembentukan da.n Susunan Perangkat Daerah Kqtar Kelild~~ 
(Lembaran Daerah Kota Ken~ari Tahun 20i9.-ijoµior.10); .;·, ,, _ 

25,Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 71 Tahun ~2019'1:~n@Ug 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2020 [Lembaran Daerah Kota Keridari ·Tahun ~9~~ 
Nomor 7); I • l , , I. 

Menetapkan 
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Juinlah Pembiayaan Neuo Setelah Perubahan Rp. I 82.910t287.1 li4,8-7· 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rb~-i ··, 'I ·o,bp 

Rp. 
Rp. 
Rp . 

b. Pcngeluaran 
, }· Semula 

2. Berta.mbah/(berkurang) 
-Jurnlah pengeluaran setelah perubahan 

22.087.172.114,87 
,,10.883. l-l5.000,00 
~2.~79:2~7: 1):'h~7:­ 

-:' I.. -;-) , : • ·I l ·: 
0,00 

.,,.~, .. ,,.. ,-... .. ... p,oo 
. ,. ---Ono 
~ ' I ! ! , I I l':'I, I 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

" 

'I er 

Rp. 1.6,QS.~49.QlS.088,0Q 
Rp. (~21.063.640:873,QO) 
Rp. 1.284.285.374.-215,00 

· Rp.\- .-(32~97o'.2;87.i'l4 8'7);; 
r , • • • - , . r 
~ , i '""' • , r .I, 1.• ~ • I 

·11 -r- ••1-1 r it ..... •:' - .... ~., 31• !Reµtbiayaan : 
a. Penerimaan 
- 1). Semula 

~) Bertambah/(berkurang) 
Jumlah penerimaan setelah peru bahan 

I 
Rp. l :5'8"3~2ol.842.973,'i3 ;, 
Rp. ·(3.3·L<J46.-755~873))0) 
Rp. f.1;51.!nS.087.1:00;f.611 

- I, 
~-·Be~anja: 

a. Sernula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan 

1. Pendapatan : 
'f · J. Scmula 

u. Bertambah/(berkurang) 
' .Iurnlah pendapatan setelah perubahan 

, , 

.. .,. - T;; .. ~;1;1 3fl ·. - tn-- 11~. 1 
Pasal 1 1 • :..1 .~~ · .11 J 

-,i..-·· 'I\' l:J 
Aqggl:)Tan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula 
berjumlah Rp.1.605.349.015 .088, 00 berkurang sej umlah R,p,3~!1 i06-3 .640 .-873100 
sehingga menjadi Rp.1.284.285.374.2 l 5,00 dengan rincian sebagar benikut-s .r :it 
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Ketentuan Pasal l Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tah'll,n 2019 tent,w.·~ · 
Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota- Kendari Tahun 
Anggaran 2020 (Serita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 61) yang telah 
beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota: 
a. Peraturan Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaritn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Kendari rrahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kola Kendari Tahun 2020 Nomor 1); , 

b. Peraturan Walikota Kendari Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 22)i 

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

'."T ......__ -- - -----,- 
--------- 



DERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHON 2020 NOMOR 1.-$' 

S DAERAH KOTA KENDARI 

4 
3 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal Z.2. - ~ • 2020 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal ii~ 4- 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan Pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Walikot.a ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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